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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 88 /Kpts/KPU/TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang;:

Mengingat:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk
mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik

yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan
ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015,
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

I

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan:

KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

£o8

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap
Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat
Keputusan ini;

Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
rangkaian Surat Keputusan ini;

Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;



KELIMA:

KEENAM :

KEENAM:
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Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan
Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan
ini;

Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 4pril 2015
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Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor:88 /Kpts/KPU/TAHUN 2015

Tanggal: 30 4pril 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMPONEN URAIAN

Persyaratan Pelayan 1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan
Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan
Badan Publik);

2. mengisi formulir permohonan informasi;

2. Sistem, Mekanisme, 1. pemohon informasi mengajukan permohonan
Prosedur informasi dengan cara datang langsung, melalui
faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;

2. alamat pelayanan informasi pada :
Gedung Komisi Pemilihan Umum
Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Telepon (021) 31937223 ext 237 dan (021)
31902573 atau e-mail info@kpu.go.id.

3. desk pelayanan memilah permintaan informasi
dengan ketentuan :

a. pemohon yang datang secara langsung mengisi
formulir permohonan informasi;

b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail,
telepon, dan faksimili, formulir permohonan
informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan;

c. desk pelayanan memberitahukan nomor
formulir permohonan informasi;

d. desk pelayanan dapat langsung memberikan
informasi yang diminta oleh pemohon informasi,
Jjika informasi yang dimaksud sudah tersedia
dan bukan merupakan informasi yang termasuk
dalam kategori dikecualikan atau berpotensi
dikecualikan;

e. desk pelayanan menginformasikan kepada
pemohon informasi apabila informasi yang







